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BUPATE JEPARA

bahwa  dalam  rangka  peningkatan  penyelenggarasn
Pemerintahan. pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan
pada masyarakat di desa, maka Desa dapat melakukan kerja
sama gatar desa .

bajtwa untuk maksud tersebut huruf a dipandang perlu
mengatur kena sama antar desa dengao Peraturan Dacrak,

. Uindang-undang Nomor i3 Tahur 1950 tentang Pembentulan

Dagrah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah :

Uindang-undung Nomor 22 Tahun 1999 (enlang Pemerintshan
Saerali { Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Mennor 3839 1,

. Reputusan Moenterd Dalam Wegerl MWomeor 4 Tahun 1999

tentang Pencubuotan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri,
Feputusan Menteri Dalam Neger, dan Instruksi Menteri Dalam
HNegen mengenms Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun
[979 tentany Pemenninh Desa |

seputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999
lentang Polunjuk Pelaksanaan dan Penvesuaian Penistilahan
dalam Penvelengparasn Pemerintahan Desa dan Kelurahan ¢

Reputusan Menferi Dalam Negeri Nomeor 64 Tahun 1999
tentang Pedeman Unwm Pengaturan mengenai Desa ;




Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUTATEN JEPARA

MEMUTLUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

BAB 1
EETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

HY
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Desa adalah kesatuan masyarakat hukum vang memiliki kewenangan untuk
miengalur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan asal usul
dan adet istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan
berada di Daerah :

Recamalan adilah Wilayah kerja Camal sebagan Perangkal Dacrah Kabupalen ;
Badan Perwakilan Desa vang selanjutnya disebut BPD adalsh badan perwakilan
vang terdin atas pemuka-pemuka masvarakat vang ada di Desa yang berfungsi
mengayomi  adat isttadat, membuat Peraturan Desa, mepampung dan
menvalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap
penyelengearaan Pemerintahan Desa ;

Kerja sama adalah suaty usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu dengan
prinsip  saling  menguntungkan  dalam  penyelenggaraan  Pemerintalan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan vang dilakukan antar Desa ;

Persclisihan  adalabh perbedaan pendapat vang tegadi antar DNesa dalam
pelaksanaan kerjasama :

Keputusan bersama adalah keputusan yang dibuat olch para Pctinggi yang
meltakukan keria sama setelah mendapatkan persetujuan BPD masing-masing .




BAB I
BENTUK KERJASAMA
Pasal 2

(1) Kenasama antar desa dapat dilakukan :

a. Desa dengan satu desa atau lebih dalam sate Kecamatan dalam satu daerah
Kabupaten ;

b. Desa dengan satu desa atau lebih diluar Kecamatan dalam satu daerzh
Kabupatcn ;

¢. Desa dengan satu desa atau lebih dalam daerah Kabupaten yang berbeda
dalam satu Wilaysh Daerah Propinsi ;

d. Desa dengan satu Desa atau lebih dalam Wilayah deerah Propinsi vang

berbeda,
{2} Bentuk kenjasama diatur dengan Keputusan bersama diberitahuian kepada
Camat.
BAB II
TUIUAN KERJASAMA
Pasal 3

Twuan kerjasama antar Desa

Meningkatkan Penvelenggaraan Pemerintahan ;
Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan ;
Meningkatkan stabilitas keamanan Desa :
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi ;
Memngkatkan kesejahteraan masyarakat |
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa,
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BAB 1V
OBYEK KERJASAMA
Pasal 4
Obyek kerjasama antar Desa meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan

Pemerinlahan, Pelaksanaan Pembangunan dan  Pembinaan Kemasyarakatan,
herups




a. Bidang Pemerintahan :
A.1). Pemasangan tanda batas Wilayah :
a.2). Pengadaan den atay pengelolaan kekayaan Desa
a.3). Bidang pemerintahan vang lain.
b. Bidang Pembangunan :
b.1), Pembuatan jalan atau jembatan ;
b.2} Pembangunan Pasar Desa ;
b.3}). Pembangunan taman rekreast ;
b.4). Pengadaan air bersih ¢
b.5}. Bidang pembangunan vang lain.

¢, Bidang Kemasyarakatan :
¢.1). Pengamanan Desa ;
¢.2). Pencegahan dan penanggulangan bencana alam ;
c.3}. Fencegahan dan penanggulangan narkobs
c.4), Bidang kemasvarakatan vang lain,

BAB V
TATA CARA KERJASAMA
Pasal 5
Nekretariat kerjasama -

4, Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat
dibentuk Seloretariat Kerjasama ;
b. Jumiah anggota Sekretariat Kerjasama disesuaikan kebutuhan masing-masing
Desa dan ditetapkan dengan Keputusan bersama petinggi :
¢. ekretariat Kerjasnma mempunyai tugas -
¢.1} Menyiapkan materi dan rancangan keputusan bersama Petinggi ;
¢.2) Melaksanakan Kenasama ;
¢.3} Melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama kepada Petinggi.
d. Susunan Anggota Sekretariat Kerjasama
d.1}y Sekretaris ;
d.2) Bendahara :
d.3) Anggota.
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Pasal 6

HRencana kemjasama antar Desa terlebih dahuly dibahas dalam rapat
musyawarah desa dengan BPD antara lain :

a. Obyek vang akan dikerjasamalkan ;

b. Jangka waktu kerjasama ;

¢. Hak dan kewsjiban ;

d. Biava pelaksanaan kerjasama |
Hasil kescpakatan musyarawah desa dituangkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Hasil kesepakatan kenjasama sebagaimana dimalsud dalam pasal 6 avat (2)
diberitahukan kepada camat ;

Dalam Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dicantumkan antara lain :

Obyek kerjasama :

Jangka waktu kerjasama ;

Hak dun kewapibun ;

Biava pelaksanaan kerjasama ;

Penyelesaian perselisihan ;

Sanks
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Keputusan bersama antar desa tersebut disampaikan kepada Bupati.

BAR VI
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

Perubahan terhadap obyek kerjasama sebagasimana dimaksud dalam passl 4,
dilakukan oleh desa-desa vang melakukan kerjasama dengan cara musyawarah.



Pasa]l 9

Pelaksenaan perubahan kegasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diatur
dengan Keputusan Bersama diberitahukan kepada Camat.

Fasgal 10

(1} Apabila dalam proses Kerjesams terjadi penundaan atau pembatalan, maka
harus diadakan pembicaraan / musvawarah dengan Tlesa vang melakukan
kerjasama.

(2} Penundaan atau pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat {1)
harus disertai alasan-alasan atau penjelasan vang dapat diterima oleh para
pihak vang melakukan kerjasama.

(3) Hasil musyvawarah yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diinangkan daiam kepuiusan bersama, dan diberitahukan kepada Camat.

BAB Vil
BlAYA PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 11

Biava pelaksanaan kegasama dibebankan pada Desa vang melakukan kerjasams.

BAB VIII
PENYELESAIAN PEESELISIHAN
Pasal 12

{13 Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan, diselesaikan secara
musyawarah oleh para Petingel vang melakukan kerjasama.

{2y Alternatif penyelesaian sebagaimana dimaksupd dalam ayat (1} diatur oleh
masing-masing esa vang melakukan kerjasama dalam Keputusan Bersama.

{3) Apabila musvawarah sebagaimsna dimaksud dalam ayat (2) tidak bisa
thselesskan perselisihan dimaksud bisa diselesaikan melalui Pengadilan.
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BAB IX
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pusal 13

Dalam rangka pemberdayaan pelaksanaan kerjasama antar Desa, Bupati dapat
melaksanakan Bimbingan dan Pengawasan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kerjasama antar Dess vang sudah ada sebelum berlakunyva Peraturan Daerah ini
nmiasih tetap berlaku sepanjang tidak berlentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAE Xl
EETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinva, memenmntahian pengundangan
Peraluran Duerah ini dengan penempatannys dulam Lemburan Dacrah .

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Desember 2004

BUPATI TEPARA
Drs. SOENARTO f.

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal  Dcsember 2000

SEK

“HENDR( MART!
Pembina Tingkat I
NIP: 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2000 NOMOR £
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PENIELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG
EERJASAMA ANTAR DESA
PENJELASAN UMUM,

Desa merupakan svaty kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatr dan mengurus kepentingan masyarﬂkat setempat
herdasarkan asal-usul dan adai isiiadat setempat yang diakui dalam sistem
Pemerintahan Masional dan berada di Daerah Kabupaten.

Densan kewenangan-kewenangan vang dimiliki Desa tersebut,dalam
rangka peningkatan penvelenggarnun pemerintahan, pembangunan dan
pelavanan kepada masyarakat, Desa dapat melakukan kerjasama yang saling
menguntungkan dengan desa lain vang berada dalam satu wilayah kecamatan,
Kabupaten dan Propinsi vang sama. maupun dengan Desa dilvar Kabupaten,
Proping dimana desa tersebut berada,

Agnr dalum pelaksansun kerjmsuma dess dupal berdaysguna dan
berhasilzuna, perlu mengatur kerjzsama antar Desa deagan Peraturan Daerah.

PEMIELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s'd 157 Cuokup jelas.




